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PENGANTAR 
REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 

 
 

Indonesia menempati posisi ke 9 menurut penilaian Islamic Financial 
Services Industry Stability Report 2020 sebagai negara dengan aset 
perbankan syariah terbesar. Pada 2022 total aset perbankan syariah 
Indonesia telah mencapai Rp. 575.85 triliun (9.89 persen dari keuangan 
nasional). 

Seiring dengan perkembangan yang menggembirakan, perbankan 
syariah menghadapi berbagai isu strategis di antaranya literasi dan inklusi. 
Literasi yang dimaksud di sini adalah pemahaman dan pengetahuan 
masyarakat terhadap produk-produk keuangan dan perbankan yang 
menerapkan prinsip syariah. Inklusi sendiri ialah sebuah pendekatan 
untuk membangun lingkungan yang terbuka dengan latar belakang dan 
kondisi yang berbeda-beda.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator dan pengawasan 
industri jasa keuangan nasional, melaporkan tingkat literasi terhadap 
sistem syariah baru menembus 8.93 persen dibandingkan sistem 
konvensional yang mencapai 37.72 persen. OJK melalui implementasi 
Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 berkomitmen untuk 
mendorong ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing salah satunya 
melalui penguatan literasi dan inklusi.   

Sejumlah ahli telah melakukan penelitian dan melaporkan temuan hasil 
penelitian mereka bahwa tingkat literasi berpengaruh signifikan terhadap 
minat dan pengambilan keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah 
perbankan syariah dan menggunakan jasa keuangan syariah. Sementara 
itu, prinsip ekonomi syariah sendiri bersifat inklusif sehingga industri 
keuangan syariah sangat terbuka untuk melakukan ekspansi dan penetrasi 
ke elemen masyarakat dari berbagai segmen yang berbeda dalam rangka 
akselerasi pengembangan industri sistem syariah nasional. 

Eksistensi sistem syariah jelas berbeda dengan sistem konvensional. 
Perbedaannya terletak pada proses operasional seperti perhitungan 
margin, pembagian bagi hasil, dan sebagainya. Karakteristik produk 
pendanaan dan pembiayaan dengan akad syariah pada gilirannya harus 
menjadi pemahaman dan pengetahuan masyarkat Indonesia yang 
mayoritas berpenduduk muslim dan terbesar di dunia. Kenyataannya, 
segmen masyarakat muslim dari berbagai lingkungan sosial belum 
seluruhnya menggunakan rekening bank syariah dalam penghimpunan 
maupun penempatan dananya. 

Lembaga pendidikan Islam merupakan bagian dari ekosistem ekonomi 
nasional Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di lingkungan 
Kementerian Agama terdapat sekitar 82 ribu Madrasah, 796 Pendidikan 
Tinggi, dan 229 ribu Pesantren. Namun, banyaknya jumlah lembaga 
pendidikan Islam belum sejalan dengan arus penggunaan bank syariah. 
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Oleh karena itu, langkah tepat bila dilakukan koordinasi dengan 
Kementerian Agama untuk optimalisasi penggunaan produk dan layanan 
perbankan syariah pada semua lembaga pendidikan Islam. Tidak 
diragukan lagi bahwa penggunaan bank syariah oleh lembaga pendidikan, 
temasuk peserta didik berikut orang tua murid pastinya akan berdampak 
signifikan terhadap perkembangan bank syariah serta turut berkontribusi 
besar dalam peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah secara 
lebih merata. 

Lembaga keuangan syariah dapat melakukan kerjasama strategis 
dengan stakeholders lembaga pendidikan Islam sebagai ekosistem 
ekonomi syariah dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap 
perbankan syariah. Sosialisasi, kampanye, dan gerakan literasi dapat 
dilakukan kerjasama strategis antara lembaga pendidikan Islam dan 
lembaga keuangan syariah melalui penyelenggaraan berbagai agenda 
kegiatan, baik skala nasional maupun skala internasional. 

Secara khusus, kerjasama dapat dilakukan dengan pendidikan tinggi 
Islam dalam rangka pelaksanaan riset teoritis dan riset aplikatif yang 
pastinya dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan 
industri keuangan dan perbankan syariah. UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung, sebagai pendidikan tinggi keagamaan Islam di bawah 
pembinaan Kementerian Agama, membuka peluang kerjasama dengan 
lembaga keuangan syariah untuk berperan serta dalam memberikan 
pemahaman kepada masyarakat terkait awareness melakukan transaksi 
keuangan dengan prinsip syariah.  

Buku “Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah” ditulis 
melalui pelaksanaan riset oleh akademisi bidang Hukum Islam UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung. Buku ini mengemukakan ide-ide fundamental 
tetapi sekaligus praksis untuk turut serta mengedukasi masyarakat akan 
pentingnya menggunakan perbankan syariah dalam kehidupan sehari-
hari. 

 
 

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE. 
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
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PENGANTAR 
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

 KEMENTERIAN AGAMA RI 
 
 

Sejak diundangkan pada 2008, perbankan syariah mengalami 
perkembangan pesat di Indonesia. Perbankan syariah hadir untuk 
pemenuhan tersedianya jasa keuangan sesuai prinsip syariah dengan 
mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari riba, maysir, gharar, 
dan lain sebagainya. 

Perbankan syariah Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), 
Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
Sampai September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS. Market 
share aset perbankan syariah per September 2020 mengalami peningkatan 
meningkat dari 4,87% pada 2015 menjadi 6,24%. Aset perbankan syariah 
tumbuh sebesar 14,32% (yoy) yang ditopang pertumbuhan Pembiayaan 
Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing 
mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan 
demikian PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp. 
384,65 triliun dan Rp. 460,51 triliun pada September 2020. Pada 2022 
total aset perbankan syariah telah mencapai Rp. 575,85 triliun. 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat 
produktif dalam menyiapkan fatwa keuangan Syariah. Sampai 2022 telah 
diterbitkan 140 fatwa terkait keuangan dan perbankan syariah. Pada 2020, 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Roadmap Perbankan 
Syariah Indonesia 2020-2025. Visi perbankan syariah 2020-2025 adalah 
Mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan 
berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan 
pembangunan sosial. Berdasarkan visi ini, ditetapkan tiga pilar 
pengembangan, yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi 
ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan, dan 
pengawasan. 

OJK menginventarisir beberapa isu strategis perbankan syariah. Di 
antaranya adalah belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, 
pengembangan bisnis yang masih berfokus pada tujuan bisnis, kualitas 
SDM, dan TI yang kurang optimal, serta indeks inklusi, dan literasi yang 
masih rendah. Sedangkan faktor pendukung perbankan syariah antara lain 
pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi 
dalam industri halal, dan semakin meningkatnya kesadaran beragama 
masyarakat Indonesia. 

OJK mencatat bahwa salah satu isu utama terkait TI perbankan syariah 
adalah kurangnya Layanan Perbankan Digital (LPD) syariah dibandingkan 
dengan LPD bank induk. Hal ini disebabkan perbankan syariah kurang 
memiliki kapasitas dalam hal infrastruktur pendukung TI sehingga 
berdampak pada pelayanan digital yang kurang optimal. Digitalisasi 
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layanan dapat dimanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan 
tingkat inklusi terhadap perbankan syariah. Salah satu cara dalam 
memperluas akses masyarakat kepada perbankan syariah adalah dengan 
pembukaan rekening bank syariah secara online melalui customer online 
onboarding dan e-form. Selain untuk perluasan akses, digitalisasi layanan 
juga dapat digunakan untuk kemudahan bertransaksi nasabah. Keinginan 
nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan syariah dimana saja dan 
kapan saja dapat diwujudkan antara lain dengan teknologi Application 
Programming Interface dan Quick Response Code Indonesian Standard 
(QRIS). Kebijakan yang mendukung akselerasi penerapan digitalisasi bank 
syariah sangat diperlukan untuk tetap menjaga daya saing perbankan 
syariah di era new normal pasca pandemi Covid-19 ini. 

OJK menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya 
mempengaruhi bank dengan skala usaha yang besar, tetapi juga 
mempengaruhi seluruh industri, sehingga berdampak pada masalah biaya 
yang memberatkan sebagian industri perbankan syariah, seperti BPRS. Di 
antara alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan 
common platform yang melibatkan bank besar dan bank kecil untuk dapat 
sharing infrastruktur TI-nya dalam mendukung digitalisasi sehingga bank 
dapat tetap menerapkan digitalisasi produk dan layanan dengan biaya 
yang lebih kecil. 

Penguatan TI pada perbankan syariah Infonesia perlu mendapat 
dukungan semua pihak. Buku “Filsafat dan Politik Hukum Islam 
Perbankan Syariah” memberikan ide-ide dasar tentang prinsip syariah 
serta penguatan hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Buku ini 
menganjurkan bukan saja pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam yang 
teoritis, melainkan juga yang empirikal. Termasuk di dalamnya 
pengembangan TI sesuai tututan era revolusi industri. 

 
 

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

 Kementerian Agama RI 
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Penerbit

erbankan syariah Indonesia mengalami perkembangan pesat. Sejak Pdiundangkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 
sampai Tahun 20022, perbankan syariah mengalami perkembangan 

yang signifikan. Pada Tahun 2022 tercatat jumlah BUS 1.943 kantor, UUS 
390 kantor, dan BPRS 626 kantor. Dinamika fatwa DSN-MUI, sebagai 
lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, telah menghasilkan 140 
fatwa terkait keuangan dan perbankan dengan prinsip syariah. Total asset 
keuangan syariah telah mencapai Rp. 1.802,82 triliun atau 9,89 persen total 
asset keuangan nasional. Tahun 2021 diterapkan merger bank syariah 
BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah 
(BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Kebijakan merger ini bertujuan 
untuk penguatan modal keuangan serta akomodasi kebutuhan UMKM. 
Pada Tahun 2022 perbankan syariah Indonesia masuk dalam 10 Top Dunia 
sebagai dampak kebijakan merger. OJK berhasil menyusun Roadmap 
Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025, hal ini dimaksudkan untuk 
mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah 
dalam memfasilitasi pengembangan industri hahal dan mewujudkan 
lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan efisien melalui peningkatan 
skala usaha dan adopsi teknologi. Kinerja industri keuangan lebih baik bila 
dibandingkan bank konvensional di tengah hantaman pandemi Covid-19, 
meskipun market share perbankan syariah di tengah perbankan nasional 
baru mencapai 6,52 persen. Indeks literasi masyarakat terhadap perbankan 
syariah baru 8,93 persen dibandingkan indeks literasi terhadap bank 
konvensional 37,72 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong 
lahirnya pusat kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan 
sistem keuangan berbasis syariah yang terbesar di dunia. Berbagai dinamika 
perkembangan syariah relevan dilakukan pengkajian berdasarkan filsafat 
hukum Islam dan politik hukum Islam.


